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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses pertumbuhan wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun
eksternal (Sirojuzilam 2007). Kaur et al. (2004) dan Sadyohutomo (2008) menyatakan bahwa faktor internal
yang mendorong pertumbuhan wilayah adalah pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan perdagangan.
Selanjutnya Pribadi et al. (2006) dan Singalang dan Adji (2014) pertumbuhan wilayah yang pesat
menyebabkan perubahan pola penggunaan lahan, dimana ruang terbangun semakin mendominasi dan
mendesak ruang-ruang alami untuk berubah fungsi. Selain itu, Harun (1992) dan Kustiawan (1997)
menjelaskan bahwa perubahan pola penggunaan lahan mengakibatkan terjadinya fluktuasi daya dukung
sumberdaya lahan, sehingga menimbulkan terjadinya bencana alam.Penelitian Umar et al. (2017) di
Kabupaten Tanah Datar terdapat sekitar 35.6 persen kawasan rawan bencana, dan sebesar 28.2 persen
merupakan kawasan sangat rawan bencana longsor.
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UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menyatakan bahwa dalam penyusunan
rencana tata ruang, terutama untuk kawasan permukiman, harus memperhatikan dan menghindari kawasan
rawan bencana. Selanjutnya UNDP (1997) menyatakan bahwa terdapat dua permasalahan pokok dalam bidang
permukiman yang dihadapi Indonesiia, yaitu peningkatan kebutuhan permukiman untuk pemenuhan
kebutuhan penduduk dan pengelolaan permukiman yang telah terbangun. Rustiadi et al. (2011) menyatakan
bahwa pentingnya penataan ruang dapat dibedakan atas tiga, yaitu:optimalisasi pemanfaatan sumberdaya,
wujud distribusi sumberdaya, dan keberlanjutan.

KabupatenTanah Datar berdasarkan karakteristik fisik memiliki wilayah yang sangat rawan untuk terjadi
bencana tanah longsor, antara lain: a) secara morfologi kawasan tersebut sekitar 55 persen merupakan kawasan
relatif datar (<27%); b) sekitar 70% kawasan Kabupaten Limapuluh Kota kawasan hutan primer beralih fungsi
menjadi kawasan hutan sekunder; ¢) peningkatan intensitas curah hujan pada kawasan uppar DAS; dan d)
semakin berkembangnya kawasan terbangun. BPBD Kabupaten Tanah Datar mencatat adanya terjadi
peningkatan bencana tanah longsor baik dari frekuensi maupun luasan yang terkena dampak pada periode
2000-2017. Pada periode tersebut setiap tahunnya terjadi bencana tanah longsor sebanyak 3-5 kali, dan 20-30
persen terjadi pada kawasan permukiman.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan penelitian ini untuk menentukan implementasi RTRW (2008-
2028) untuk kawasan permukiman. Selain itu, penelitian ini juga merekondasikan arahan kebijakan
pembangunan permukiman di Kabupaten Tanah Datar.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis lokasi
penelitian terletak pada bujur 100018’BT — 100050’BT dan lintang 0018°LS-0040’LS. Penelitian ini dilakukan
dalam waktu enam bulan, dimulai bulan Juni — Desember 2017.
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Gambar 1 Lokasi penelitian

278



Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 9(2): 276-286

Teknik Analisis Data

Dalam menentukan indek inkonsistensi RTRW di Kabupaten Tanah Datar membutuhkan input dua
peta tematik yakni peta penggunaan lahan dan peta pola ruang. Peta penggunaan lahan dihasilkan dari
citra Landsat ETM+8, dan peta pola ruang dihasilkan RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2008.
Menurut Mutaali (2013) inkonsistensi RTRW dapat dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan
persamaanl. IIKgrtrw (Indek Inkonsistensi RTRW) dihasilkan dari perbandingan antara pemanfaatan
ruang (PRx) dengan rencana peruntukan kawasan (RPKYy). Nilai indek yang dihasilkan antara 0-1,
dimana semakin tinggi indek inkonsistensi maka semakin tinggi tingkat penyimpangan atau
pelanggaran terhadap RTRW yang direncanakan.

“KRTRW = PRX/ RPKy ....................................................................................................................... (1)

Selain itu, indek konsistensi RTRW (IKRTRW) dihasilkan dari perbandingan antara rencana tata
ruang untuk kawasan tertentu dengan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan kawasan
tertentu. Indek konsistensi RTRW (IKgrtrw) ditentukan dengan menggunakan persamaan 2.

IKRTRW=1 - [IKRTRW .ot nn e nn e nne e (2

Arahan kebijakan pembangunan permukiman dianalisis menggunakan metode Interpretative
Structural Modelling (ISM). Metode ISM dapat menganalisis dengan proses pengkajian kelompok
melalui model struktural yang dihasilkan guna memotret perihal yang komplek dari suatu sistem
melalui pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafis serta kalimat (Eriyatno dan
Larasati 2013). Metode ISM cukup efektif untuk menstrukturkan isu-isu yang kompleks karena dapat
digunakan untuk mendefinisikan dan memperjelas persoalan, menilai dampak dan mengidentifikasi
hubungan antar kebijakan.

Prinsip dasar metode ISM adalah identifikasi dari struktur didalam suatu sistem yang memberikan
nilai manfaat yang tinggi guna meramu sistem secara efektif dan untuk pengambilan keputusan yang
lebih baik. Metodologi dari teknik ISM terdiri dari penyusunan hirarki dan klasifikasi sub elemen
(Marimin 2004, Umar 2016, Umar et al. 2016, Santoso et al. 2017, Umar dan Dewata 2017). Secara
garis besar tahapan metode ISM adalah sebagai berikut:

1) Penguraian setiap elemen menjadi beberapa sub elemen.

2) Penetapan hubungan konstekstual antar sub-elemen pada setiap elemen yang menunjukkan
perbandingan berpasangan ada/tidak ada hubungan konstektual digunakan pendapat pakar.

3) Penyusunan Structural Self Interaction Matrix (SSIM) menggunakan simbol V, A, X dan O.

4) Pembuatan tabel Reachability Matrix (RM), mengganti simbol V, A, X dan O dengan bilangan
1 atau 0.

5) Melakukan perhitungan berdasarkan aturan transivity dimana matrik SSIM dikoreksi sampai
terjadi matrik tertutup.

6) Melakukan level sub elemen pada setiap elemen menurut jenjang vertikal maupun horisontal.

7)  Penyusunan matriks Driver Power Dependence (DPD) untuk setiap sub elemen. Klasifikasi
elemen dibagi menjadi empat yaitu:

a. Kuadran | : Tidak berkaitan (Autonomous) terdiri dari sub elemen yang mempunyai nilai
driver power (DP) < 0.5 X dan nilai dependence (D) <0.5 X. Dimana X adalah jumlah sub
elemen pada setiap elemen. Sub elemen yang berada pada kuadran | umumnya tidak
berkaitan/hubungannya kecil dengan sistem.

b. Kuadran Il : Tidak bebas (Dependent) terdiri dari sub elemen yang mempunyai nilai driver
power (DP) < 0.5 X dan nilai dependence (D) > 0.5 X. Dimana X adalah jumlah sub elemen
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pada setiap elemen. Sub elemen yang berada pada kuadran Il ini merupakan sub elemen
yang tergantung pada elemen di kuadran I11.

¢. Kuadran Il : Pengait (Linkage) terdiri dari sub elemen yang mempunyai nilai driver power
(DP) > 0.5 X dan nilai dependence (D) > 0.5 X. Dimana X adalah jumlah sub elemen pada
setiap elemen. Sub elemen yang masuk pada kuadran 11 ini perlu dikaji secara hati-hati,
karena setiap tindakan pada satu sub elemen akan berpengaruh pada sub elemen lain yang
berada pada kuadran Il dan 1V.

d. Kuadran IV : Penggerak (Independent) terdiri dari sub elemen yang mempunyai nilai
driver power (DP) > 0.5 X dan nilai dependence (D) < 0.5 X. Dimana X adalah jumlah sub
elemen pada setiap elemen.

Driver Power

10
Independent Linkage
(Kwadran 1V) (Kwadran 111)
5 10
Autonomus Dependent
(Kwadran ) (Kwadran I1)
Gambar 2 Matrik hubungan driver
0 power dengan dependence
Dependence

Arahan kebijakan pengembangan kawasan permukiman disusun dengan melibatkan semua
stakeholder yang terkait. Stakeholder yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 28 orang
yang berasal dari berbagai lembaga yang berhubungan dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Melalui Forum Group Discation (FGD) diidentifikasi 10 sub elemen yang akan menjadi rencana arahan
kebijakan, yaitu:

El:
E2:
E3:

E4
ES5

E8
E9

Rencana wilayah berbasis masyarakat
Pembuatan regulasi dan sanksi pelanggaran tata ruang
Paduserasi RTRW dan RDTR antar wilayah administrasi

: Kerjasama dan singkronisasi antar lembaga terkait
: Sosialisasi rencana tara ruang wilayah

E6 :
E7:

Pengembangan SDM dalam rencana tata ruang
Konsistensi implementasi rencana tata ruang

: Penegakan hukum dalam pelanggaran tata ruang
: Pembuatan RTRW lebih detail

E10: Pembuatan standar teknis pemanfaatan ruang
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Dalam tahapan penelitian dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu penentuan indek inkonsistensi
tata ruang dan arahan kebijakan pembagunan permukiman. Gambar 3 disajikan tahapan-tahapan
penelitian.

Peta Indek Hubungan
Inkonsistensi Tata ifi i
Ruang > Idde;:gtgséiﬁr;?n » Kontektuan Melalui
Pendapat Pakar

Reachability
Matrix (RM)

Transivity >

1. Driver Power

2. Dependence
3. Matrik Hubungan
4. Struktur Hirarki

Gambar 3 Tahapan pelaksanaan penelitian
Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan
topografi yang bergelombang. Sekitar 65 persen wilayah tersebut memiliki kemiringan lereng lebih dari
27 persen. Kabupaten Tanah Datar berada pada lereng gunung Merapi, dan merupakan pusat kerajaan
Minang Kabau yakni Pagaruyung. Selain itu, pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2017 sebesar
1.2 persen pertahun. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi mendorong peningkatan kebutuhan
pemanfaatan lahan, baik untuk sektor pertanian maupun non pertanian.

Kawasan permukiman pada Kabupaten Tanah Datar selalu mengalami perkembangan setiap
tahunnya. Persentase petumbuhan kawasan permukiman pada periode 2000-2016 sebesar 1.3 persen
setiap tahunnya. Data BPS Tanah Datar (2016) persentase pertumbuhan penduduk pada wilayah
penelitian sebesar 0.33 persen/tahun. Pertumbuhan kawasan permukiman berbanding lurus dengan
peningkatan jumlah penduduk. Menurut Setiawan (2005) dan Umar et al. (2017) pemaanfaatan lahan
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia Sedangkan lahan yang tersedia untuk dampat
menampung kebutuhan manusia bersifat terbatas. Selain itu, Sadyohutomo (2008) menambahkan
bahwa keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia menyebabkan terjadiknya
konflik antar pengguna lahan. Selain itu, Muata’ali (2012) menyatakan bahwa pertambahan jumlah
penduduk menyebabkan manusia memanfaatkan sumberdaya alam tanpa memperhatikan kemampuan
dan daya dukung lingkungan. Sebagai akibatnya teerjadinya penurunan kualitas lingkungan dan
bencana alam.

Kabupaten Tanah Datar terdapat 1 354.8 Ha luas lahan permukiman, sedangkan lahan yang
direncanakan untuk kawasan permukiman sebesar 4 984.4 Ha. Hasil analisis terdapat sebesar 2 178.3
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Ha kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan RTRW. Dengan menggunakan persamaan 1 dapat
dihitung indek inkonsistensi RTRW sebesar 43.7. Sedangkan indek konsistensi RTRW pada Kabupaten

Tanah Datar ditentukan dengan menggunakan persamaan 2 dengan nilai sebesar 56.3.
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Gambar 4 Peta penggunaan lahan Kabupaten Tanah Datar hasil analisis tahun 2017
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Gambar 6 Peta implementasi tata ruang permukiman di Kabupaten Tanah Datar hasil analisis tahun
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E2:
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ES8:
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Pembuatan regulasi dan sanksi pelanggaran tata ruang

: Paduserasi RTRW dan RDTR antar wilayah administrasi
Kerjasama dan singkronisasi antar lembaga terkait

: Sosialisasi rencana tara ruang wilayah
E6:

Pengembangan SDM dalam rencana tata ruang

Konsistensi implementasi rencana tata ruang
Penegakan hukum dalam pelanggaran tata ruang

Pembuatan RTRW lebih detail

E10: Pembuatan standar teknis pemanfaatan ruang

Gambar 7 Diagram implementasi tata ruang untuk permukiman di Kabupaten Tanah Datar
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Lewel E4
Level? E2 Ed EE ES E10
Leweld ET
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Levels E? ES
Legenda

E1 : Rencana wilayah berbasis masyarakat

E2 : Pembuatan regulasi dan sanksi pelanggaran tata ruang
E3 : Paduserasi RTRW dan RDTR antar wilayah administrasi
E4 : Kerjasama dan singkronisasi antar lembaga terkait

E5 : Sosialisasi rencana tara ruang wilayah

E6 : Pengembangan SDM dalam rencana tata ruang

E7 : Konsistensi implementasi rencana tata ruang

E8 : Penegakan hukum dalam pelanggaran tata ruang

E9 : Pembuatan RTRW lebih detail

E10: Pembuatan standar teknis pemanfaatan ruang

Gambar 8 Struktur implementasi tata ruang untuk permukiman di Kabupaten Tanah Datar

Gambar 4 merupakan peta penggunaan lahan pada tahun 2017 di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan
penggunaan lahan sebagian besar lahan dimanfaatkan sebagai kawasan hutan yakni sebesar 49.4 persen
dari total luas wilayah, dan kawasan permukiman yakni sebesar 4.6 persen. Luas lahan yang direncanakan
dalam tata ruang (RTRW) Kabupaten Tanah Datar sebesar 33.6 persen. Menurut Widyastomo (2011),
Fauzia dan Prakoso (2012) dan Umar (2016) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang akan dapat mengakibatkan terganggunya rencana pemanfaatan ruang berkelanjutan. Selain itu,
inkonsistensinya pemanfaatan ruang dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan bencana alam. Mutaali
(2013) menyatakan indek inkonsistensi RTRW merupakan cerminan konflik antar penggunaan lahan.

Hasil analisis terhadap 10 sub elemen untuk arahan kebijakan tata ruang di Kabupaten Tanah Datar
menunjukkan bahwa dua elemen termasuk pada kategori independen/ kuadran 1V, dan delapan sub elemen
berada pada kuandran lingkage/kuadran Ill. Hubungan daya dorong dan ketergantungan disajikan pada
Gambar 7. Gambar 7 disajikan bahwa sub elemen E7 konsistensi implementasi rencana tata ruang dan sub
elemen E8 penegakan hukum dalam pelanggaran tata ruang memiliki daya dorong yang tinggi (drive
power). Selain itu, kedua sub elemen memiliki nilai ketergantungan yang rendah terhadap sub elemen yang
lain.

Gambar 8 disajikan struktur implementasi RTRW Kabupaten Tanah Datar dalam analisis ISM terdapat
lima tingkatan (level). Pada tingkatan yang paling tinggi (level 5) terdapat dua sub elemen yaitu sub elemen
E7 konsistensi implementasi rencana tata ruang dan sub elemen E8 penegakan hukum dalam pelanggaran
tata ruang. Sebagai sub elemen puncak maka kedua sub elemen tersebut menjadi kebijakan utama dalam
arahan implementasi tata ruang di Kabupaten Tanah Datar.
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SIMPULAN

Kabupaten Tanah Datar memiliki lereng dan kawasan hutan lindung sebagai faktor pembatas (limiting
factor) untuk pengembangan kawasan permukiman. Sekitar 70 persen kawasan tersebut merupakan
kawasan dengan morfologi curam sampai terjal, sehingga perlu perencanaan matang dalam pemanfaatan
pola ruang. Kabupaten Tanah Datar terdapat besar 43.7 persen pengembangan kawasan permukiman yang
tidak sesuai (inkonsistensi) dengan RTRW. Untuk itu, arahan kebijakan pembangunan maka perlu
dilakukan kemballi untuk konsistensi implementasi rencana tata ruang dan penegakan hukum untuk
pelanggaran tata ruang.

Oleh karena itu, kepada pemerintahan Kabupaten Tanah Datar agar lebih konsistensi dalam pemberian
izin pemanfaatan ruang. Selain itu, kepada Satuan Pamong Praja (Satpol PP) agar lebih tegas dalam
menegakan dan penindakan terhadap pelanggaran tata ruang.
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